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ABSTRAK 
 
 

Kemandirian   fiskal   merupakan indikator   utama   dalam   mengukur   kemampuan 

Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa 

tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal 

daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah 

terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. 

Oleh karena itu, analisa atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk 

dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi 

kemandirian fiskal tiap-tiap daerah Pada tahun 2020 BPK melakukan reviu terkait 

dengan kemandirian fiskal pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, hasilnya 

terdapat 10 provinsi dengan keuangan daerah masuk kategori belum mandiri dan masih 

bergantung pada transfer dari pusat, salah satu provinsi tersebut adalah Provinsi 

Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan Analisa lebih lanjut 

untuk masing-masing pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Barat dengan 

perkembangan kemandirian fiskal 5 Tahun Anggaran terakhir. Pengukuran Indeks 

Kemandirian Daerah pada penelitian ini menggunakan Formula Hunter yang yang 

telah disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia 
 

Kata Kunci: Otonomi Daerah; Indeks Kemandirian Fiskal; PAD; 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Fiscal independence is the main indicator in measuring the ability of regional 

governments to finance their own regional government activities, without depending on outside 

assistance, including from the central government. Regional fiscal independence can be 

determined by calculating the ratio between regional original income to total income or the 

ratio of transfer income to total income. Therefore, an analysis of regional fiscal independence 

is deemed necessary so that regional fiscal independence can be mapped and the condition of 

each region's fiscal independence is known. regional finance is not yet independent and still 

depends on transfers from the center, one of these provinces is the Province of West Sulawesi. 

Based on this, the authors will conduct further analysis for each local government in West 

Sulawesi province with the development of fiscal independence in the last 5 Fiscal Years. The 

measurement of the Regional Independence Index in this study uses the Hunter Formula which 

has been adapted to the structure of the APBD in Indonesia 
 
 
 

Keywords: Regional autonomy; Fiscal Independence Index; PAD
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
 

 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 1999, Pemerintah Daerah 

di Indonesia memasuki fase baru dalam sistem pemerintahan. Pergantian pemerintahan 

dari Orde Baru kepada Orde Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut 

pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan 

bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini 

diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional 

serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai 

dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat (Fathah, 2017). Sebagai daerah 

yang otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, 

partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

 

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus 

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan  pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat 

harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian 

sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengelola semua potensi daerah yang 

meliputi sumber daya alam, manusia dan keuangan secara optimal. Potensi daerah yang 

dikelola oleh pemerintah tersebut harus sejalan dengan semangat terwujudnya good 

governance, yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang 

bertanggungjawab dan solid serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara 

administratif maupun politik dengan mempraktikkan disiplin anggaran serta 

penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha yang seluas 

luasnya (Hadi, 2017). 

 

Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Untuk menjalankan otonomi
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daerah diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, otonomi daerah 

perlu didukung dengan kemandirian fiskal daerah. Untuk meningkatkan kemandirian 

fiskal daerah, maka disahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang pada tahun ini diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut diharapkan Pemerintah daerah dapat 

memaksimalkan segala potensi pendapatan yang bisa diperoleh untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan daerah, serta kemandirian fiskal daerah. 

 

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan 

Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa 

tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal 

daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah 

terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. 

Oleh karena itu, analisa atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk 

dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi 

kemandirian fiskal tiap-tiap daerah (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020). 

 

Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 

barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Pembentukan provinsi Sulawesi Barat menjadi 

provinsi ke-33, merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan pada 

tanggal 16 Oktober 2004. Pada tahun 2020 BPK melakukan reviu terkait dengan 

kemandirian fiskal pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, hasilnya terdapat 10 

10 provinsi dengan keuangan daerah masuk kategori belum mandiri dan masih 

bergantung pada transfer dari pusat, salah satu provinsi tersebut adalah Provinsi 

Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan Analisa lebih lanjut 

untuk masing-masing pemerintah daerah di provinsi terkait dengan perkembangan 

kemandirian fiskal 5 Tahun Anggaran terakhir. 

 

1.2.Tujuan Penulisan 
 

 

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Barat, 

bertujuan untuk melakukan analisis serta evaluasi kemandirian fiskal pemerintah 

daerah pada provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah  daerah  di provinsi Sulawesi Barat 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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